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Kepentingan Umum (Pasal 2)

Batasan kepentingan umum di dalam Pasal ini terbatas pada
bagaimana Anggota DPR RI mendahulukan kepentingan
bangsa dan negara dalam konteks pelaksanaan tugas dan
wewenang jabatan sebagai Anggota DPR Rl. Termasuk di
dalam pengaturan pasal ini juga adalah keharusan menjaga
harkat, martabat dan citra DPR Rl dalam menjalankan hak
berekspresi. Terdapat juga pengaturan khusus terkait
pengutamaan penggunaan produk dalam negeri. Aturan di
dalam Pasal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 12 yaitu
terkait pengaturan Pekerjaan Lain di Luar Tugas Kedewanan.
Sebenarnya pengaturan terkait kepentingan umum ini lebih
kepada pembatasan kepentingan pribadi Ketika berhadapan
dengan kepentingan umum atau menjadi bagian dari pengaturan
norma keterkait konflik kepentingan jika dibandingkan dengan
standar yang ada

Seharusnya aturan terkait kepentingan
umum ini dapat diperluas terutama
dikaitkan dengan kepentingan umum
terkait penggunaan anggaran negara, baik
oleh aktifitas anggota DPR Rl maupun
memastikan anggaran negara yang diawasi
oleh DPR RI tidak disalahgunakan,
diboroskan dan diarahkan  untuk
kepentingan pihak- pihak tertentu yang
bertentangan dengan kepentingan publik

Pengaturan
(Pasal 3)

terkait

Integritas

Lebih ke moralitas tidak spesifik tentang integritas, kecuali terkait
gratifikasi. Mengatur tentang perilaku tidak pantas yang
dipandang dapat merusak citra DPRRIdan pembatasan pribadi
dalam bersikap, bertindak dan berperilaku termasuk larangan
memasuki tempat-tempat tertentu (perjudian, prostitusi, dll.)
yang dapat merusak citranya kecuali terkait tugasnya sebagai
anggota. Di dalam pengaturan ini juga diatur terkait larangan
menerima pemberian atau hadiah (gratifikasi) di luar
ketentuan.

Sesuai tematik Integritas, pengaturan pada
pasal ini seharusnya mengatur lebih
banyak terkait perlakuan atas
penggunaan anggaran negara dan konflik
kepentingan juga keterbukaan terkait
jaringan bisnis dan informasi keuangan
anggota parlemen . Pada pasal ini juga
seharusnya ada ketentuan terkait sikap
seharusnya anggota DPR RI terkait upaya
dalam mendorong sistem integritas yang
termasuk di dalamnya dukungan atas
proses hukum umum atau etik dan
mekanisme monitoring oleh CSO terhadap
parlemen.




Pengaturan Hubungan dengan
Mitra Kerja (Pasal 4) berkaitan
dengan Pasal Kedisiplinan (Pasal
8) dan Hubungan dengan Tamu
(Pasal 14) dan juga Pengaturan
terkaitHubungan Antar- Anggota
dengan Alat Kelengkapan DPR
dan Mitra Sejawat di DPR
RI(Pasal 15)

Pasal ini mengatur hubungan yangprofessionalantarsesame
anggota DPR RI dan tidak menggunakan hubungan dimaksud
untuk persekongkolan dalam melakukan praktek korupsi,
kolusi dan nepotisme. Aturan ini sejalan dengan standar
terutama prinsip 4.1.1. akan tetapi belum mengatur prinsip
hubungan tanpa melihat perbedaan politiksepertiyang diatur
didalamprinsip5.2.2.

Aturan ini sejalan dengan standar
terutama prinsip 4.1.1. akan tetapi belum
mengatur prinsip hubungan tanpa melihat
perbedaan politik seperti yang diatur di
dalam prinsip 5.2.2.

Pengaturan terkait Akuntabilitas
(Pasal b)

sudah sesuai dengan maksud terkait akuntabilitas sesuai
dengan standar yaitu bersedia mempertanggungjawabkan
kegiatannyasebagaianggotaDPR RIdan mau untuk diawasioleh
masyarakat terutama konstituennya di daerah pemilihan.
Pengaturan ini juga ditambahkan terkait representasi, yaitu
keharusan anggota DPR untuk memperjuangkan aspirasi yang
dititipkan kepadanya dan sebaliknya dapat menjelaskan
kepada rakyat jika diminta terkait produk legislasi yang dihasilkan
oleh DPR RI, terutama yang berkaitandengantugas,fungsi dan
wewenangnya.

Pengaturan ini sesuai denganprinsip2.1.1
dan 2.3.4didalamstandar yang ada.

Pengaturan tentang
Keterbukaan dan Konflik
Kepentingan (Pasal 6)
berkaitan juga dengan
pengaturan pasal terkait
Hubungan Dengan Wartawan
(Pasal 13) Di dalam pasal 13
diatur dengan cukup detail
terkait hubungan professional
anggota dengan Wartawan
dengan berbagai pembatasan
yang mungkin disesuaikan
dengan kondisi actual di DPR
RI terkait penggunaan data dan
informasi parlemen ke media

Pengaturannya masih kurang lengkap. Terkait keterbukaan,
tidak diatursama sekalididalam substansi pasal ini. Seharusnya
terkait keterbukaan dapat diatur mengikuti standar 2.4. yang
berkaitan dengan keterbukaan kepada konstituen, media dan
upaya mendukung keterbukaan parlemen sebagai turunan dari
prinsip 2.4. ini. Terkait konflik kepentingan pengaturan yang
ada sudah mewadahi terkait deklarasi konflik kepentingan
akan tetapi tidak terlalu dalam prinsip-prinsipavoidingconflict of
interest (prinsip 3.2). Di dalam aturan ini sudah diatur terkait
larangan penggunaan pengaruh untuk mendapatkan
kemudahan dan keuntungan pribadi juga telah mengatur
laranganyang sama untuk mempengaruhi proses hukum.

Seharusnya yang diatur tidak hanya
deklarasi terkait konflik antara jabatan
sebagai anggota dan kepentingan pribadi
anggota parlemen akan tetapi lebih luas
yang mencakup larangan penggunaan
pengaruh, menerima hadiah dan atau
berhubungan dengan pihak-pihak
termasuk juru lobby dan donatur kampanye
jika dipandang hubungan tersebut dapat
menjerumuskan pada penggunaan
pengaruh yangtidak patut.




dan kegiatan peliputan pers

Pengaturan terkait Rahasia
atau kerahasiaan (Pasal 7)

sudah sesuai dengan prinsip terkait protecting confidentiality
(prinsip 4.3) akan tetapi belum mengatur tentang kewajiban
anggota DPR Rl untuk juga menjaga kerahasiaan data
informasi personal termasuk masalah yang dilaporkan
padanya untuk melindungi pelapor atau kepentingan pribadi
konstituennya.

Perlu mengatur tentang kewajiban anggota
DPR RI untuk juga menjaga kerahasiaan
data informasi personal termasuk masalah
yang dilaporkan padanya untuk
melindungi pelapor atau kepentingan
pribadi konstituennya.

Pengaturan terkait dengan
Hubungan Dengan Konstituen
atau Masyarakat (Pasal 9)
berkaitan dengan Pasal 5
(Akuntabilitas)

Pengaturaniniterkaithubungan yanginklusif antara anggota DPR
RI tanpa membedakan latar agama, ras, gender, status sosial
dan sebagainya dari kontituen, akantetapijikadidasarkan pada
prinsip dari standar yang ada aturan terkait hubungan dengan
konstituen ini juga berkaitan dengan upaya pelibatan
konstituen di dalam proses legislasi dan dukungan terkait
proses-proses diskusi publik terkait tugas-tugas anggota
parlemen Bersama konstituen. Pengaturan ini sebenarnya di
mana anggota DPR RI berkewajiban menjawab dan dapat
diakses oleh  konstituen dalam  kaitan  dengan
pertanggungjawabanterhadap konstituen.

Pengaturan ini sesuai denganprinsip2.1.1
dan 2.3.4didalamstandar yang ada.

Aturan terkait Perjalanan Dinas
(Pasal 10)

Di dalam standar, aturan terkait perjalanan Dinas ini berkaitan
dengan integritas penggunaan sumber daya publik termasuk
anggaran (Prinsip 3.1.)

Di dalam standar yang lain seperti standar
OSCE-ODIHR terkait pembiayaan dan
pengeluaran (allowance and expenditures)
anggota DPR RI perlu diatut dan dapat
menjadi  pengaturan tersendiri atau
digabung di dalam aturan standar etik
atau kode etik.




Pengaturan terkait
Independensi (Pasal 11). Aturan
ini  terkait dengan aturan
hubungan anggota dengan MKD
dan Etika Persidangan (Pasal
16 dan

Pasal 17).

Aturan ini lebih kepada pengaturan terkait independensi MKD
sebagai Lembaga penegak etik yang harus dapat bekerja
secara independen tanpa pengaruh dari pihak-pihak tertentu
termasuk pimpinan DPR RI. Aturan ini baik untuk menjaga
kredibilitas MKD. Akantetapiada ayatpengaturandidalam Pasal
ini yang terasa janggal yaitu terkait hubungan MKD dengan
proses hukum anggota DPR oleh aparat penegak
hukum.Pengaturan ini berpotensi bertentangan dengan
aturan hukum lain terutama terkait kewenangan penegak
hukum karena aturan sejenis tidak diatur di dalam Undang-
undang MD3.

Sebaiknya aturan terkait dengan hubungan
MKD dan Proses hukum lebih bersifat
koordinatif di aman MKD perlu menjalin
Kerjasama dengan APH untuk
mendapatkan update atas proses hukum
yang berjalan dan bukan sebaliknya
‘terkesan’ menghambat proses hukum
yang ada.

Pengaturan terkait Hubungan
dengan Tenaga Ahli, Staf
Administrasi Anggota, dan
Sekretariat Jenderal (Pasal 18)

Norma dansubstansi pengaturan didalam Pasalinisudah sesuai
dengan prinsip dan standar baik yang ditetapkan oleh OSCE-
ODIHR maupun oleh Open Parliament, di mana mengatur
terkait hubungan professional antaraanggota Parlemendengan
pegawai di parlemen yaitu pengaturan terkait anti- diskriminasi,
termasuk perlakuan yang sama terhadap pegawai yang memiliki
pandanganpolitik

yang berbeda.

Pengaturan di dalam Pasal ini mungkin
perlu ditambahkan terkait larangan
menggunakan staf di Parlemen untuk
terlibat di dalam aktivitas di luar tugas dan
tanggungjawabnya dan/atau terlibat dalam
Tindakan KKN.




